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ABSTRAK

Dalam perceraian, banyak pasangan suami isteri yang mencoba
menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak-
anak menjadi pertimbangannya. Akan tetapi bisa tiba-tiba berubah menjadi
sebuah petaka ketika berbicara soal pembagian harta. Kesepakatan yang sudah
dilisankan, akhirnya menjadi sengketa pengadilan. Hal ini karena perceraian
kadang kala tidak sekedar berpisahnya pasangan suami isteri semata. Harta
bersama atau lazim disebut gono gini ini seringkali menjadi pangkal semuanya.
Maka untuk mengantisipasi masalah yang timbul ketika harus berurusan dengan
masalah gono gini adalah penting (urgen) diadakannya perjanjian perkawinan.
Dalam penelitian mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini
ini, penyusun mengangkat pandangan dosen Fakultas Syari'ah, karena untuk
Fakultas Syari'ah stressing-nya mengenai hukum Islam termasuk di dalamnya
mengenai hukum keperdataan yang antara lain membahas tentang hukum-hukum
pokok perkawinan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang negara.

Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang
muncul adalah bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini dan apa
alasannya?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat
preskiptik. Dalam menjawab pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan
metode populasi dan pengambilan sampel dengan pendekatan yang digunakan
yuridis dan normatif.

Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan: dosen Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memandang urgen atau tidaknya
perjanjian perkawinan terbagi pada dua kelompok, yaitu: pertama kelompok yang
berpendapat bahwa perjanjian perkawinan urgen untuk diadakannya (sebagian
besar/16 responden). Dan alasan yang diberikan adalah bahwa: (a) Perjanjian
perkawinan merupakan salah satu usaha preventif dalam mengantisipasi
terjadinya perselisihan dalam hal pembagian harta gono gini: (b) Dalam perjanjian
perkawinan terkandung nilai positif (znasiahah) khususnya menyangkut masalah
pembagian. harta gono gini. (c) Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai
akte otentik” untuk ‘memperjelas status kepemilikan harta’ masing-masing pihak
(suami, isteri dan pihak ketiga). (d) Untuk menjamin hak masing-masing pihak
dari sifat dan maksud yang kurang baik dari ‘pasangannya.

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak
urgen (sebagian kecil/3 responden) dengan alasan bahwa: (a) perkawinan
merupakan ikatan suci dan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah. (b) Perjanjian perkawinan kurang sesuai dengan
budaya bangsa Indonesia. (c) Petjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah
tangga berjalan kaku karena harus berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuat. Hal ini menghilangkan hakekat dari tujuan perkawinan yakni membentuk
keluarga yang bahagia sejahtera lahir maupun batin. (c) Perjanjian perkawinan
dalam masalah harta gono gini memberi kesan tidak ada rasa saling percaya antar
pasangan dan matrealistis.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang
satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi arab latin di sini adalah penyalinan huruf-
huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang
dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543
b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang‘dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab, Nama ;| Huruf Latin Nama
\ Alif : tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

@ Ba b be

& Ta t te

& Sa s es (dengan titik di atas)
Jim J Je
ha h ha (dengan titik di bawah)
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Huruf Arab | Nama [ HurafLatin [ Nan
7z Kha | kh " ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik di atas)
Jo Ra r er
J Zai z zet
o2 Sin $ es
5 Syin sy se dan ye
U sad $ es (dengan titik di bawah)
U2 dad d de (dengan titik di bawah)
h ta t te (dengan titik di bawah)
= za 7 zet (dengan titik di bawah)
& ain N ¢ koma terbalik di atas
¢ Gain g ge
— Fa f ef
& Qaf q ki
& Kaf k ka
J Lam 1 el
p Mim m em
¥} nun n en
3 wau w we
0 ha h ha
s hamzah [ ... apostrof
$ ya y ye

2. Vokal

vii




Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong,

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

‘Tanda | Nama. | Huruf Latin | Nama
e R
- Kasrah i i
~ | Dammah u u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anfara harkat

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

TandadanHuruf ik Nama
Fathah dan ya ai

Fathah dan wau au

adani

i g___

adanu

P

3. Maddah

Madahy, atau~vokal panjang yang|lambangnya betupa harkat dan huruf,

trransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

C oy Fathal lif - .
o/ ata:ll f];tlll:l? IZi:nlya a a dan garis di atas
Kasrah dan ya 1

1 dan garis di atas

Vil



| e | Dammah dan wau | i | u dan garis di atas |

4, Ta Marbutah
Translitersi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:
a. Ta marbuj[éh hidup -
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah,
transliterasinya adalah /t/
b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat,
transliterasinya adalah /h/
S. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda (—), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilﬁ;bangkan
dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: L%
(rabbana)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf
alif dan lam (J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranasliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: U550 (ar-rajulu)

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang‘diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan

huruf "al". Contoh: ol (al-galamu)
7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah
terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak
dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: &ysl (umirtu), U806
(ta'kulu)
8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisat' dilakukan dengan dua cara; bisa
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan,

Contoh: GBI L (khair ar-rdzigin) ataw (khairur-rdziqin)
9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yz;mg

berlaku dalam EYD.



KATA PENGANTAR

o S gy 4l gl oo jedadd Ball iy oaglly gy dul o) A
Ay gone haena o agdi g Al Y oan s Y Y Y O 2 TS i)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang suci, perjanjian yang kokoh, panggilan
fitrah dan juga merupakan seruan Syari’ah. Salah satu asas pernikahan dalam
Islam ialah pernikahan untuk selama-lamanya.' Terciptanya rasa cinta, kasih
sayang, ketenangan dan kebahagiaan serta kekalnya kehidupan rumah tangga
adalah harapan dan cita-cita setiap pasangan suami isteri.

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, suami isteri tidak
selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang
juga terjadi salah paham antara suami dan isteri ataupun salah satu pihak
melalaikan kewajibannya dan lain sebagainya, yang mengakibatkan terjadinya
konflik dalam sebuah rumah tangga. Konflik tersebut adakalanya dapat
diselesaikan sehingga keadaan rumah tanggapun baik kembali, namun ada pula
konflik yang tidak dapat diselesaikan, bahkan kadang-kadang justru menimbulkan
kebencian dan pertengkaran antara pasangan suami isteri, sehingga kata cerailah
yang menjadi sebuah solusi pilihannya.

Apabila suatu pernikahan atau perkawinan yang damai dan tenteram
seperti yang disyari’atkan oleh agama tidak tercapai, maka Islam mensyari’atkan
pemutusan hubungan perkawinan sebagai solusi bagi pasangan suami isteri yang

gagal dalam membina rumah tangganya. Akan tetapi Islam sebenarnya tidak

" Kamal Mukhtar, Asas-Ascas Hiknm Islam Tentang Perkawinan, cet, ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), hlm. 157,



menyukai hal tersebut. Bahkan melaknati perbuatan itu apabila dilaksanakan

secara sewenang-wenang, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:
2 Ul A Y Ol il

Dalam perceraian, banyak pasangan suami isteri yang mencoba
menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak-
anak menjadi pertimbangannya. Akan tetapi bisa tiba-tiba berubah menjadi
sebuah petaka ketika berbicara soal pembagian harta. Kesepakatan yang sudah
dilisankan, akhirnya menjadi sengketa pengadilan. Hal ini karena perceraian
kadang kala tidak sekedar berpisahnya pasangan suami isteri semata. Harta
bersama atau lazim disebut gono gini ini seringkali menjadi pangkal semuanya.®

Sebagai sebuah persoalan krusial, pembagian harta gono gini yang
merupakan ikutan dari kasus-kasus perceraian kian banyak terjadi, bahkan tidak
jarang berlanjut menjadi sengketa dan sampai ke tingkat kasasi yang memakan
waktu bertahun-tahun. Menurut  Wardanah  dan -~ Hamim  Ilyas untuk
mengantisipasi masalah yang timbul ketika harus berurusan dengan masalah gono
gini adalah pentingnya ada perjanjian perkawinan. Artinya perjanjian perkawinan
— apalagi menyangkut masalah harta — menjadi hal yang sangat perlu selama tidak
bertentangan dengan hukum 1slam.*

Walaupun demikian, perjanjian perkawinan tersebut bukan merupakan

sebuah kemestian. Tanpa ada perjanjian perkawinan-pun pernikahan tetap bisa

2 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiah, 1994), III: 255.

! “Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono-gini,™ Kedanlatan Rakyar (Mei 2005),
him. 8.

4 Ihid.



dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah sarana yang
mempersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu membuat perjanjian
‘untuk menghindari terjadinya perselisihan di belakang hari’ Secara umum
berkaitan dengan perjanjian perkawinan tersebut telah ada aturannya, baik dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 139-154, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 maupun dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45, 47 — 52.

Akan tetapi sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini
karena banyak orang yang berpandangan bahwa perkawinan hanya sekali dan
untuk selamanya serta sesuatu hal yang sakral sebagai sebuah ibadah, sehingga
perjanjian perkawinan tidak perlu diadakan.® Pandangan lain mengatakan, bahwa
perjanjian perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah berkesan sangat tidak
romantis, tidak saling percaya, matrealistis dan bertentangan dengan adat istiadat
orang Timur. Hal ini wajar, karena masih melekatnya budaya ke-Timur-an yang
kental akan unsur-unsur religius.’

Hal tersebut akan sangat berbeda dengan realitas yang terjadi pada saat
ini, yaitu banyak kasus  perceraian yang menimbulkan perselisihan dalam
pembagian harta gono 'gini, dan ‘realitas mengatakan perempuanlah yang

kemudian menjadi korban.

> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Figih, UU No | Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta:
Prenada Media, 2004), him.138-139.

S“Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono gini”, Kedaulatan Rakyat (15 Mei 2005),
him. 8,

7 “Perjanjian Pra Nikah," http: // www.sinarharapan.co.id /ekonomi /eureka /2004 /1112/
our!. html, akses 10 Juni 2005,



Padahal pada saat ini, banyak perempuan berstatus isteri, yang pada
zaman dahulu hanya mengurus rumah tangga (kerja di dalam rumah), justeru
banyak yang bekerja di luar rumah dan berpenghasilan lebih tinggi dari seorang
laki-laki (suami). Tidak sedikit pula isteri menjadi penopang hidup keluarga,
walaupun kepala keluarga tetap menjadi hak suami.® Selain itu, tidak dipungkiri
bahwa pada saat ini banyak isteri yang berkarier dalam dunia kerja sehingga
mempunyai penghasilan sendiri. Juga ditemui perempuan yang ketika menikah
sudah memiliki harta yang cukup dan atau banyak. Akan tetapi akibat tidak
adanya perjanjian sebelum perkawinan, maka ketika terjadi perceraian timbul
perselisihan dalam pembagian harta gono gini.

Melihat kenyataan tersebut, yaitu banyaknya kasus perceraian yang
menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta gono gini. Maka penyusun
tertarik untuk mengkaji lebih intens mengenai perjanjian perkawinan. Sejauh
mana urgensi  keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan,
bagaimana esensi serta implikasi pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam
mengantisipasi. terjadinya perselisihan dalam pembagian harta gono gini ketika
terjadi perceraian antara-suami dan isteri. Sehingga dapat dibangun sebuah
konsep mengenai urgensi perjanjian perkawinan, yang mana konsep tersebut
diharapkan dapat menjadi wacana tambahan dan dapat memberikan solusi
terhadap permasalahan dalam hal pembagian harta gono gini yang seringkali
mengakibatkan perselisihan antara pasangan suami isteri ketika terjadi

perceraian.

8 «“Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono-gini”, Kedanlatan Rakyat (15 Mei 2005)
him. 8.



Adapun titik fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi perjanjian
perkawinan atas harta gono gini menurut pandangan dosen Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di
kota Yogyakarta. Sesuai dengan namanya bahwa Universitas Islam Negeri (UIN)
adalah sebuah lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada etika moral dan
dalam proses pembelajarannya lebih banyak mengkaji pada masalah-masalah
agama, akan tetapi diiringi juga dengan masalah-masalah umum yang tidak kalah
menarik untuk dibahas dan dikaji. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbagi
menjadi 7 fakultas yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah, Fakultas
Ushuluddin, Fakultas Adab, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sain dan Teknologi serta
Fakultas [lmu Sosial dan Humaniora. Dalam penelitian mengenai urgensi
perjanjian perkawinan atas harta gono gini ini, penyusun mengangkat pandangan
dosen Fakultas Syari'ah, karena untuk Fakultas Syari'ah stressing-nya mengenai
hukum Islam termasuk di dalamnya mengenai hukum keperdataan yang antara
lain membahas. tentang hukum-hukum pokok perkawinan baik menurut hukum
Islam maupun undang-undang negara. Sehingga secara ideal dosen Fakultas
Syari'ah lebih memahami mengenai hukum tentang perkawinan dan hal-hal .yang
berhubungan dengan perkawinan termasuk perjanjian perkawinan dan harta gono

gini, baik menurut hukum Islam maupun hukum umum.



B.

D,

Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok
masalah dart penelitian ini adalah: bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijjaga Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas

harta gono gini dan apa alasan yang digunakan?
Tujuan dan Kegunaan Pehelitian

Tujuan Penelitian
Untuk mendeskripsikan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini
menurut dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan
mengetahui alasannya.
Kegunaan Penelitian
1. Bersifat keilmuan: sebagai sumbangan konsep yang akan berguna bagi
perkembangan khasanah keilmuan di bidang hukum terutama perkawinan dan
perceraian.
2. Bersifat aplikatif: sebagai sumber informasi yang berguna bagi para pembuat

kebijakan (policy makers) dan keluarga muslim!
Telaah Pustaka

Studi tentang perjanjian perkawinan walaupun tidak terlalu banyak
dikemukakan oleh para akademisi dan juga pakar hukum, akan tetapi ada
beberapa karya yang membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam sudut
pandang serta penulisan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran keilmiahan

tertentu. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penyusun, diskursus serta karya-



karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku atau karya tulis pada
umumnya, belum ada yang khusus mengkaji lebih jauh tentang urgensi perjanjian
perkawinan atas harta gono gini, yang berhubungan dengan persepsi masyarakat
yang selama ini, sebagian besar menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah
ibadah yang bertujuan untuk selamanya dan bersifat sakral, sehingga perjanjian
perkawinan tidak perlu diadakan. Padahal hal tersebut dapat berimplikasi kepada
terjadinya perselisihan antara pasangan suami isteri jika terjadi perceraian.

Keadaan tersebut tidak lepas dari ketentuan hukum yang tidak mengatur
secara tegas dan pasti tentang kewajiban, keharusan mengadakan perjanjian
perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan
perkawinan.

Buku yang membahas mengenai perjanjian perkawinan bisa dilihat dalam
buku karya J. Satrio yang berjudul “Hukum Harta Perkawinan”.” Buku tersebut
salah satu bahasannya adalah tentang definisi perjanjian perkawinan, bentuk-
bentuk dan juga syarat-syarat yang berhubungan dengan isi perjanjian
perkawinan, akan tetapi buku ini belum menjelaskan mengenai ‘urgensi perjanjian
perkawinan dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Buku lain iyang dapat” ditemui berkaitan dengan masalah perjanjian
perkawinan adalah karya Martiman Prodjohamidjodjo yang berjudul Hukum
Perkawinan di Indonesia. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa perjanjian
perkawinan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua

belah pihak (calon suami dan calon isteri), dalam mana satu pihak berjanji untuk

® ). Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Medan: Rimbow, 1990).



melakukan sesuatu hal, adapun di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan
tersebut.'’ Pembahasan tentang perjanjian perkawinan dalam buku ini juga masih
terbatas pada materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan
belum mengemukakan mengenai persepsi masyarakat tentang arti penting
perjanjian perkawinan dalam perkawinan.

Selain itu buku yang berjudul Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah
buah karya Gatot Suparmono juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan.
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian
yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan
disahkan oleh pegawai pencatat nikah yang isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang diperjanjikan.'' Penjelasan perjanjian perkawinan dalam buku
inipun belum terlalu luas, belum melihat lebih jauh mengenai aplikasi perjanjian
pcrkawinan dalam mengantisipasi tegjadinya perselisihan pembagian  harta
bersama dalam perkawinan ketika terjadi perceraian.

Kemudian berkaitan dengan masalah harta gono'gini juga tidak terlalu
banyak dibahas dalam tulisan-tulisan yang khusus. Namun banyak tulisan pakar
hukum perdata yang membahas harta gono gini Akan tetapt pada umumnya tidak

dibahas secara mendetail.

' Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Indonesia

Legal Center Publishing, 2002), him. 29,

" Gatot Suparmono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan,
1998), him, 39



Di antara buku yang ditemui penyusun adalah buku yang berjudul
Pencaharian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1974 dan
Hukum Islam buah karya Ismuha. Menurut Ismuha, sebagaimana disebutkan
dalam buku tersebut, harta gono gini dapat dikategorikan ke dalam syirkah
dengan cara pendekatan tradisi yang berlaku di suatu daerah dan disesuaikan
dengan nilai-nilai hukun Islam. Ismuha membahas tentang harta gono gini dalam
Hukun Adat Aceh yang dikaitkan dengan Hukum Perkawinan Nasioanl. '

M. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan Beberapa
Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari  Segi Hukum Perkawinan Islam”"?
menguraikan mengenai harta gono gini secara mendetail menurut hukum Islam,
hukum adat dan juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Dalam buku tersebut M. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa dalam hukum
Islam terdapat dua versi mengenai harta gono gini atau barta bersama. Ada
pendapat yang mengatakan tidak ada harta gono gini atau harta bersama dalam
perkawinan kecuali ada perjanjian antara suami isteri yang dibuat sebelum atau
pada saat melangsungkan perkawinan, dan dalam perjanjian itu harus ditegaskan

ada harta bersama atau harta gono gini selama perkawinan. Pendapat ini bertitik

tolak pada:

% Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri ditiinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1974
dan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

B M.1dris Ramulyo, injauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum
Perkawinan Islam (Jakarta: Tnd Hillco, 1986).
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Adapun yang kedua adalah bahwa secara otomatis ada harta bersama atau
harta gono gini antara suami isteri selama perkawinan berlangsung, baik bekerja
secara bersama-sama maupun salah seorang saja yang bekerja. Adapun yang
lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anaknya saja."

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul “Pedoman
Rumah Tangga,”' bahwa dalam perkawinan lebih baik diupayakan adanya suatu
perjanjian yang berhubungan dengan harta gono gini. Hal ini karena dapat
mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dalam lembaga rumah tangga tersebut.
Karena dalam perkawinan suatu akad hanya berlaku terhadap apa yang di
akadkan saja tanpa berkaitan dengan imbas atau pengaruh terhadap peristiwa yang
membawa konsekuensi lain. Maka perlu diupayakan adanya akad baru.

Adapun skripsi yang membahas mengenai harta gono gini atau harta
bersama adalah skripsi Siti Maghfiroh, yang berjudul " Pelaksanaan Pembagian
Harta Bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)",
yang mana dalam skripsi ini hanya menjelaskan mengenai proses penyelesaian

harta bersama ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi

' An-Nisa (4): 34.

5

M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. | Tahun 1974 dari Segi Hikum
Perkawinan Islam (Jakarta: Ind Hillco, 1986), him. 222.

I M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Rumah Tungga (Medan: Pustaka Maju, 1971)
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belum menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam
pembagian harta bersama.'”

Luluk Kurrotul 'Ain dalam skripsinya "Studi Komparasi tentang Harta
Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa
Barat", membahas tentang persamaan dan perbedaan harta bersama dalam
perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Jawa Barat. '8

Skripsi Anang Choirul Mujab yang berjudul "Harta bersama dalam
Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)”", membahas
seputar harta bersama dalam hukum nasional yang kemudian dilihat dari sisi
pandang hukum Islam, pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada masalah harta
bersama, belum menyinggung perjanjian perkawinan‘19

Moh. Toha dalam skripsinya yang berjudul "Studi atas Aplikasi Pasal 86
ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dalam Hal Harta Bersama pada Perceraian di
Pengadifan Agama Sleman Tahun 1991-1996", mengkaji tentang aplikasi Pasal
86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dalam praktek penyelesaian pembagian harta

bersama di Pengadilan- Agama Sleman, namun' belum mengkaji keterkaitan

17 - “ - / . .
Siti Maghfiroh, “Pclaksanaan Pembagian Hlarta Bersama Setelah Pereeraian di

Pengadilan Agama Sleman (1996-1998),” Skripsi UIN' Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001
tidak dipublikasikan.

" Luluk Kurrotul *Ain, “Studi Komparasi tentang Harta Bersama dalam UU No. | Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
tahun 2000 tidak dipublikasikan,

' Anang Chairul Mujab, “Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan
dari Segi Hukum TIslam”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 tidak
dipublikasikan,
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perjanjian perkawinan dengan masalah pembagian harta bersama ketika terjadi
perceraian.”’

Dengan melihat sekilas terhadap hasil penelitian terdahulu dalam bentuk
buku-buku dan skripsi-skripsi tersebut di atas, belum ada yang mengkaji lebih
jauh mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, untuk
mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam pembagian harta gono gini jika
terjadi perceraian antara suami dan isteri, yang merupakan fokus penelitian yang
penyusun angkat,

Adapun penelitian dalam bentuk artikel yang berkaitan dengan yang
penyusun maksud telah dimuat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat yang juga
membahas mengenai arti penting perjanjian perkawinan sebagai antisipasi
terjadinya kasus gono gini dengan judul "Perjanjian Pranikah, Antisipasi Kasus
Gono gini". Akan tetapi pembahasan dalam artikel ini belum mengkaji secara
mendalam mengenai urgensi perjanjian perkawinan sebagai antisipasi kasus gono
gini jika ditinjau dari hukum Islam khususnya dari konsep a/-Maslahah al-
Mursalah dan hanya merupakan hasil wawancara dengan dua nara sumber yakni
Wardanah, mantan hakim = Pengadilan Tinggi Agama  Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Hamim' llyas, dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Sehingga pemikiran yang dihasilkanpun masih terbatas pada
argumen yang dikemukakan kedua narasumber tersebut, sehingga masih perlu

dikembangkan dan diadakan penelitian lebih lanjut.

% Moh. Toha, "Studi atas Aplikasi Pasal 86 ayat (1) UU No. | Tahun 1989 dalam Hal
Thartn Bersamg dio Pengadilan Agama Sleman “Tahun 1091210990 Skripsi UIN Sunan Kalijnga
Yogyakarta tahun 1999 tidak dipublikasikan. :
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Oleh karena itu, maka penelitian yang penyusun lakukan merupakan
tindak lanjut dari 'penelitian sebelumnya, khususnya artikel dalam surat kabar
Kedaulatan Rakyat dengan judul "Perjanjian Pranikah, Antisipasi Kasus Goni
gini", akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan penyusun tentang urgensi
perjanjian perkawinan atas harta gono gini kali ini obyek penelitiannya lebih
diperluas yaitu pada dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijjaga Yogyakarta
dan juga akan membahas lebih mendalam tentang urgensi perjanjian perkawinan
atas harta gono gini ditinjau dari hukum [slam khususnya dari konsep a/-

Maslahah al-Mursalah.
. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada
setiap manusia. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan
kekal, unfuk itu suami isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan material >

Demikian_seharusnya hubungan suami_istent dalam rumah tangga [slam,
namun dalam kenyataannya pasangan ‘suami isteri itu kadang-kadang lupa
menerapkan  petunjuk-petunjuk  Allah “SWT * dan tergelineir ke lembah

pertengkaran yang hebat di antara mareka, dan terjadilah apa yang tidak

dikehendaki serta paling dibenci Allah, yaitu putusnya hubungan perkawinan.”

* Moh. 1dris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum
Perkawinan Islam, him. 56.

2 Ibid., him. 212.
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Dengan putusnya hubungan perkawinan, maka akan timbul akibat hukum dari
putusnya perkawinan tersebut, salah satunya adalah mengenai harta gono gini.
Al-Qur’an tidak menjelaskan ketentuan tentang harta gono gini dalam

perkawinan. Adapun ayat al-Qur’an yang berbunyi:
23 il unal o Ldll 5§ gundiSiles Casad Jla 3l

Menurut Hazairin ayat di atas hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki
sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya
masing-masing. Adapun laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak dapat
semata-mata diartikan sebagai suami isteri. Ringkasnya laki-laki dan perempuan
dalam ayat itu dipakai dalam setiap laki-laki dan setiap perempuan dalam arti
setiap orang. Kesimpulannya, bahwa al-Qur’an tidak mengatur lembaga harta
gono gini — yaitu setiap sesuatu yang diperoleh suami atau isteri secara usaha
masing-masing atau secara usaha bersama yang kemudian menjadi harta bersama
— dalam perkawinan. Segala sesuatu yang tidak diatur dalam al—Qﬁr’an dan Hadis
Nabi Muhammad Saw — sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat
al-Qur'an yang belum “cukup jelas bagi umat ~ menjadi hak otonomi sctiap
masyarakat Islam untuk mengaturnya secara syura bainah um.*

Dengan demikian, apabila dalam akad nikah, atau tegasnya perkawinan,
diadakan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sah (baca: boleh) hukumnya
dengan catatan tidak bolch bertentangan dengan syari’at Islam atau bertentangan

dengan hakekat perkawinan.

2 An-Nisa (4): 32.

* Hazairin, Tinjauan Mengenai UU No 1 Tuhun 1974 (Jakarta: Tinta Mas, 1975), him,
30-31.
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Adapun mengenai urgensi perjanjian perkawinan ini dapat digiyaskan
pada firman Allah SWT yang berbunyi:

25 51l canna dab () G 2303513 1 il il

Peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah khususnya
mengenai perjanjian perkawinan yang direalisasikan dengan lahirnya UU No 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu pula perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan masalah perjanjian perkawinan bermaksud untuk terciptanya
ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Karena tujuan hakiki dari hukum
Islam adalah kemaslahatan.

Perceraian yang menimbulkan kasus gono gini yang menjadi pemicu
pertengkaran dan permusuhan antara pasangan suami dan isteri yang melakukan
perceraian karena tidak adanya perjanjian mengenai kedudukan harta dalam
perkawinannya, dengan diadakannya perjanjian perkawinan diharapkan
kemaslahatan antara suami dan isteri akan terjamin, terlebih menyangkut hak
kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung,

Maka ‘dengan ‘diadakannya " perjanjian ‘perkawinan jelas akan dapat
mendatangkan -kemaslabatan bagi ‘pasangan —~suami isteri; karena dengan
diadakannya perjanjian ini dapat mengantisipasi hal-hal 'yang tidak diinginkan
ketika pasangan suami isteri memutuskan hubungan perkawinannya, terutama
masalah harta gono gini.

Untuk itu penelitian ini akan mengacu pada teori a/-Maslahah al-

Mursalah. Al-Maslahat al-Mursalah dalam hukum Islam dikenal sebagai salah

2 Al-Bagarah (2): 282.
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satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad yaitu ketentvan yang
diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Sehingga al-Maslahah al-Mursalah
dapat penyusun pahami sebagai teori hukum. Salah satu Yuris Islam yang berhasil
menyusun teori ini adalah Imam Malik. A/-Maslahah al-Mursalah oleh Imam
Malik diartikan sebagai “untuk kepentingan umum”, Lebih lanjut Imam Malik
menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syari’ah,
dengan tiga syarat: (1) Bahwa kepentingan umum itu adalah bukan hal-hal yang
berkenaan dengan ibadah.*® (2) Kemaslahatan umum itu harus selaras dengan
jiwa syari’ah dan ﬁdak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu
sendiri. (3) Kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial
yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam.*’

Menurut istilah  Ahli Usul a/l-Masiahah al-Mursalah adalah suatu
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil
yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan
mendatangkan kebaikan yamg besar. A/l-Mas/ahah al-Mursalah disebut juga
maslahah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau
kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara al-Maslahah al-Mursalah
semata-mata untuk mewujudkan Kkemaslahatan manusia dehgan arti untuk

mendatangkan manfaat dan menolak kemadaratan bagi manusia.?®

% Al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazair(Beirut: Dar al-Tikr, £.1.), him. 109,
Y As-Syatibi, al-Muwafagat (Kuwait: Dar al-Kallah, t.L.), hlm. 223

 Kamal Mukhtar dkk, Usal Figile (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 11 143,
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Ulama yang menjadikan a/-Mas/ahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil

syara’ menyatakan bahwa dasar hukum a/-Maslahah al-Mursalah jalah:”’

1.

Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian
pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa
banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa rasul, kemudian
timbul dan terjadi pada masa sesudahnya. Seandainya tidak ada dalil yang
dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan
manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan
kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum
agama Islam. Jika hal itu telah ada maka dapat direalisir kemaslahatan
manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

Para sahabat, fabiin dan tabi'it-tabi'in dan para ulama yang datang
sesudahnya telah melaksanakannya, schingga mereka dapat segera
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa
itu.

Adapun yang menjadi obyek al-Masiahah ai-Mursalah 1alah kejadian atau

peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (al-

Qur’an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Pada prinsipnya ini disepakati

oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam Figih. Imam Qarafi at-Tufi

dalam kitabnya Masalihul Mursalah menerangkan bahwa&ms/a/za/z mursalah itu

sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu’amalah dan

semacamnya. Adapun dalam soal-soal ibadah adalah Allah yang menctapkan

2 Ibid., hlm. 145.
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hukumnya. Karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah
ibadah itu.*’

Landasan pemikiran yang memformat konsep ini ialah realitas yang
mudah ditangkap Syari’ah Islam dalam berbagai pengaturan dan hukum yang
mengarah kepada terwujudnya mas/ahah (apa yang dibutubkan manusia dalam
kehidupannya di permukaan bumi). Maka manusia dituntut melakukannya untuk
kepentingan hidupnya dan manusia tidak dicegah melakukan sesuatu kecuali hal-
hal yang pada dasarnya membahayakan dan memelaratkan hidupnya. Maka upaya
mewujudkan mas/ahah dan mencegah mafsadah adalah sesuatu yang sangat nyata
dibutuhkan setiap orang dan jelas dalam syari’at yang diturunkan Allah kepada
semua rasul-Nya. Ttulah sasaran utama dalam hukum Islam.

Dalam kajian teori hukum Islam mas/ahah dibagi dalam tiga kategori:

1. Al-Maslahah al-Mu’tabarah, maslahah yang diakui ajaran syari’ah yang
terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia®' yakni:
a. Daruriyah, hal ini bersifat mutlak karena menyangkut terpeliharanya diri,
agama, keturunan, akal dan harta.

b. Hajiyah, kebutuhan pokok untuk menghindari kesulitan dan kemelaratan

dalam hidupnya.

W 1bid., him. 146.

31 Abdu al-Karim Zaidan, Al-Wajiz ff al-Usul Figh, ed. ke-5 (Bagdad: Matba’ah Salman
al-Azami, 1974, hiim 197
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c. Tahsiniyah, kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun
dan tata krama dalam kehidupan.*®
2. Al-Maslalah al-Mulgah, masiahah yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu
kepentingan yang bertentangan dengan maslahah terutama pada tingkat
pertama.”®
3. Al-Maslahah al-Mursalah, maslahah yang tidak terikat pada jenis pertama dan
kedua.”

Menurut Imam Malik, al-Maslahah al-Mursalah merupakan sebuah
pemikiran obyektif dalam syari’ah. Berarti bahwa pemikiran maslahah 1ni tidak di
perkenankan bertentangan dengan dalil-dalil syari’ah yang gof’i Implementasi
maslahah ini bila ketiadaan dalil, maka sangat penting digunakan a/-Maslahah al-
Mursalah sebagai suatu pertimbangan akal manusia.”

Berkenaan dengan teori tersebut maka dalam memgembangkan hukum
Islam terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum
harus senantiasa dikembangkan. Oleh karena itu penyusun menggunakan al-
Maslahah al-Mursalah sebagai landasan teori dalam meneliti tentang perjanjian
perkawinan atas harta gono gini. Hal ini karena suatu akad perjanjian adalah
merupakan masalah-mu’amalah yang akan terus mengalami perkembangan dari

waktu ke waktu.

32 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, him. 16-17.
3 Zaidan, al-Wajiz ff al-Usul Figh, hlm. 199.

3 Abu Zahrah, Malik Hayathi wa ‘Asruhu Ara’vhu wa Fighuhn (Kairo: Dar al-Fikr, t.t),
W 10,

W Zaidan, al-Wajiz 7 al-Usul Figh, him. 204,
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E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun perlu menjelaskan langkah-langkah kerja

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian
Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep-konsep atau
teori-teori dengan riil yang terjadi di masyarakat,”® yang dalam hal ini pada
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai urgensi
perjanjian perkawinan atas harta gono gini.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah preskiptif yaitu svatu penelitian yang bertujuan
untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk
mengatasi masalah-masalah tertentu.”’ Dalam hal ini untuk mendapatkan
pandangan dosen Fakultas Syari’ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan
untuk mengantisipasi terjadinya kasus gono gini.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.’® Dengan

3¢ Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), him. 28.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Penelitian, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986),
him 15,

% Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-6
(Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 84,
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metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data-data yang
berkaitan dengan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini.

b. Wawancara, dalam hal ini menggunakan wawancara terpimpin (Directed
[ﬁterview Guided Interview). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan
diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.*” Serta wawancara
variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai
pendukung analisa. Adapun responden yang diwawancarai dalam
penelitian ini adalah dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Karena penyusun menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka

populasinya adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti.”’ Jadi yang menjadi populasi dalam hal ini
adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
berjumlah 19 dosen.

Dalam mengambil sampel, penyusun menggunakan teknik sampel purposive

sampling (sampling dengan maksud tertentu). Dalam purposive sampling

pemilihan © sampel  bertitik’ tolak = ‘pada penilaian ‘pribadi peneliti
yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.

Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan

19 . . . ,
Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelition: Bukn Paduan Mahasiswa, cel,
ke-4 (Jakasta: Gramedia Pustaka, t.L.), hlm, 73,

W Ibid., him. 102, S
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peneliti.*! Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen-

dosen yang konsentrasi keilmuannya dalam bidang hukum baik hukum Islam,

hukum umum ataupun keduanya, yang dianggap berkompeten dalam
memberikan pandangan mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta
gono gini serta dianggap mampu mewakili seluruh dosen Fakultas Syari‘ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

S. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen:

a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini
pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenali urgensi perjanjian
perkawinan atas harta gono gini kemudian ditarik pada kesimpulan yang
bersifat umum.

b. Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori maslahah mursalah yang sifatnya
umum terhadap pandangan desen Fakultas Syari’ah tentang urgensi
perjanjian perkawinan atas harta gono gini untuk ditarik suatu kesimpulan
yang bersifat khusus.

6. Pendekatan Masalah

a. Yuridis
Yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perceraian baik menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut ketentuan hukum

Islam dalam kaitannya dengan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai

d Nasution, Metode Research, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98,
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antisipasi terhadap kasus-kasus yang terjadi akibat perceraian terutama
dalam hal pembagian harta gono gini.

b. Normatif
Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu
itu baik atau buruk atau sesuai tidak dengan norma yang berlaku,
disamping itu juga untuk menyandarkan pembenarannya maupun
pencarian hukum atas masalah itu. Tolak ukur yang dipakai adalah jika

bersesuai dengan nas-nas dan ketentuan syari’at.
F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian
pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan
merupakan bagian bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi
hukum Islam dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab pertama
menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Adapun bagian pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu
bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua menguraikan tentang
pembahasan mengenai perjanjian perkawinan yang meliputi pengertian,  syarat-
syarat, macam-macam dan beberapa manfaat perjanjian perkawinan. Dan juga
membahas mengenai harta gono yang meliputi pengertian, asal usul dan macam-

macam harta gono gint dalam perkawinan. Karena dalam bab ini terdapat
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katerkaitan langsung dengan judul yang penyusun angkat serta agar pembahasan
mengenai perjanjian perkawinan dan harta gono goni lebih terarah.

Memasuki bab tiga, merupakan paparan tentang profil Fakultas Syari'ah |
dan pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini yang meliputi
perjanjian perkawinan dalam pandangan dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini
menurut dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab empat merupakan analisis terhadap pandangan dosen Fakultas
Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini yang
meliputi pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian
perkawinan dan alasan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian
perkawinan atas harta gono gini. Ketika dianalisis diharapkan menghasilkan
suatu konklusi yang dianggap mampu sebagai salah satu instrumen evaluasi dan
koreksi.

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab
kelima yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan

dapat berguna bagi masa depan masyarakat secara umum.






BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap persepsi dosen Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijéga Yogyakarta tentang urgensi perjanjian perkawinan
penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam
memandang urgen atau tidaknya perjanjian perkawinan terbagi pada dua
kelompok, yaitu: pertama mayoritas berpendapat bahwa perjanjian perkawinan
urgen untuk diadakannya. Alasan yang diberikan adalah bahwa: (a) Perjanjian
pérkawinan merupakan - salah satu usaha preventif  dalam mengantisipasi
terjadinya perselisihan dalam hal pembagian harta gono gini. (b) Dalam perjanjian
perkawinan terkandung nilai positif (znas/ahal) yang hanya dapat dipahami ketika
seseorang"telah mempelajari dan mengkaji secara mendalam kasus-kasus akibat
perceraian terutama - menyangkut, masalah , pembagian harta, gono gini. (c)
Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai akte otentik untuk memperjelas
status kepemilikan harta masing-masing pihak (suami, isteri-dan pihak ketiga). (d)
Untuk menjamin hak masing-masing pihak dari sifat dan maksud yang kurang
baik dari pasangannya.

Kedua, sebagian kecil menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak
urgen dengan alasan bahwa: (a) perkawinan merupakan ikatan suci dan ibadah
yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. (b)

Perjunjian perkawinan kurang sesuai dengan budaya bangsa  Indonesia. (¢)

83
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Perjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah tangga berjalan kaku karena
harus berjalan sesuai dengan perjanjian  yang telah dibuat | sehingga
dikhawatirkan akan menghilangkan hakekat dari tujuan perkawinan yakni
membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir maupun batin. (d) Perjanjian
perkawinan dalam masalah harta gono gini memberi kesan tidak ada rasa saling

percaya antar pasangan dan matrealistis.
. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis
yang penyusun lakukan terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono
gini adalah:

1. Hendaknya ada usaha baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk
menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang arti penting perjanjian
perkawinan terutama dalam hubungannya dengan masalah harta gono gini
untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hart.

2. Hendaknya para dosen yang mempunyai dedikasi dalam bidang hukum, baik
hukum—Islam atapun: hukum pesitif,. dan para pejabat- yang mengurus
perkawinan, dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam rangka
mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang
perjanjian perkawinan kepada masyarakat, schingga masyarakat benar-benar
dapat memahami dan mengetahui bagaimana prosedur pembuatan perjanjian
perkawinan yang benar dan mengetahui manfaat apa saja sebenarnya yang

terkandung dalam perjanjian perkawinan,
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